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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUST PENJUALAN PRODUKSI HASIL LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

Wnimbang

a. bahwa  dengan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah
diberi peluang untuk menggali potensi sumber
Pendapatan Asli Daerah,

. bahwa  untuk menjaga kelanggengan pembinaan

sumberdaya ikan yang sifatnya bisa dipulihkan
(rewnable), maka Pemerintah Kabupaten Nias
memberlakukan Retribusi Penjualan Produksi Hasil
Laut agar biaya yang diperlukan untuk kegiatan
tersebut dapat ditanggulangi;



Mengingat

c. bahwa dalam rangka otonomisasi  dacrah  sesu

1.

2

Undang-undang ~ Nomor 22 Tahun” 1999,
Pemerintah Kabupaten Nias berkewapbap mengiej
dan menata wilayahnya sesuai  kondisi fisik dug

rrafis, |
Loz&o\sa berdasarkan  pertimbangan sebagaimd
dimaksud dalam huruf a, b dan ¢ maka D
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Retribusi Penjualan Produksi Hasil  Pen :

(RPPHL).

Undang-undang Nomor 7 Dt Tahun 1956 Tent
Pembentukan Daerah Otonom Kal?upaten-kab
dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera -U
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor_58, Tambg
Lembaran Negara Nomor 1092); A
Undang-undang Nomor 4 Tahun ‘198- ten
Ketentuan Pokok-pokok Lingkungan Hidup,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembam
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lemba
ara Nomor 3209),
Ei%ang-undang Nomor 9 Tahun \?85
Perikanan  (Lembaran Negara Republik Indonest
Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran N
r 3299);
1l\lj(r)llc;laong-unda)mg Nomor 18 Tahun 1997 tentang ri
Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran N2
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lerpbaran
Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah denge
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Au‘,
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun! s
tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lem .
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lem :
Negara Nomor 4048),

10.

11

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839),

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemernintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas Peratuan Pemerintah Nomor 15
Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4058);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3408),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);



14,

15.

16.

17,

18.

19.

20.

Dengan persetujuan

EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
MEMUTUSKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tcnm'j
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 200
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomo

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  NIAS

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentan TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangs HASIL LAUT.

dan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan

Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kep ! BAB I

Presiden; KETENTUAN UMUM
Keputusan Menteri Dalam Negeri .Nomor 4. Tal? Pl

1997 tentang Pepy1d|k Pegawai Negen S\\ e Dacos i oz Gttt Hongan
diingkungan Pemeriniah Docreb; ) erah adalah Kabupaten Nias;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tab Wi Dacrah adalsh Pemerintzh Kabupaten Niss;
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemung Ja Daerah adalah Bupati Nias,

Retribusi Daerah,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tah
1997 tentang Pemeriksaan di Bidang Retribusi Dae
Keputusari Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tah ‘:
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak:
Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun
1993 tentang penghunjukkan Penyidik Pegawai Negen
Sipil yang melakukan Penyidikan terhada
Pelanggaran  Peraturan Daerah yang Memu ‘
Ketentuan Pidana ( Lembaran Daerah Kabupaten Nies §
Tahun 1993 Nomor 14 ), E
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tah
2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke
Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daersh
Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11 );

nas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias;

la Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias;
ikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
anfaatan sumber daya ikan;

umber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya,
Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar
Sumber Daya Ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus
menerus, ~

Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan dan atau
pembudidayaan ikan,

Ussha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk
menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;

Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan
diperairan, dalam keadaan tidak di budidayakan dengan alat atau cara apapun, *
ermasuk kegiatan vang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya




I Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-bes - @) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut
lainnya vang dipergunakan untuk menangkap ikan, g didaratkan pada wilaygh hukum Pem

m. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya vyl . 'ka”“)’a’?"“" asin, pindang dan lainnya.
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk umi] () Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut diwajibkan ke

melakukan survey atau eksplorasi dibidang perikanan; g m;'bada" hukum yang bergerak dalam bidan
p Senanya berada pada wilayah hukum Pemerin

dil;enakan kepada sejumlah ikan
erintah Kabupaten Nias termasuk

pada setiap orang
g usaha perikanan dimana

ﬁ. Tempat Pelelangan lkan (TPI) adalah suatu bangunan yang merupska; _ tah Kabupaten Nias,

komponen Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dimana terjadi transaksi jual b

ikan antara nelayan sebagai produsen dengan pedagang; GOLOEJéBAI{JH
o. Tangkahan adalah suatu bangunan yang didirikan di daerah pant TARTF
sedemikian rupa sehingga kapal penangkap ikan dapat berlabuh denguj Pasal 3

segala aktivitasnya; 5
p. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pemngkapg ;
ikan; 3

q. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya mela '
pembudidayaan ikan; )

r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias;

s. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP ads

" Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Kelautan dan Periks
_ Kabupaten Nias;

t. - Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut selanjunya disingkat RPPHL
harus dibayarkan kepada Pemenintah Kabupaten Nias oleh setiap orang
badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan dan kegiatan
perikanan; - ‘ o

u. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk mel2
Pemungutan RPPHL.

Retribusi Penjualan Produks; Hasil L 1
i ' aut dikenakan pada saat wai;
gae;. ;l:;ﬁ.t;n;;na:)i:gkart hasaij tangkapan vang didaratkan dipa TPI ;a:nglg‘ng;:
. dan atau tempat-tempat pendaratan j ' ,
Privicis KabumteicNias. an ikan lainnya dan atau pada saat hendak
{7) Retribusi Penjualan Produks; Hasil La
! . ut khusus ke i <si
1 dglgrp bentuk hasil olahan, diberlakukan pada saat prodﬁ%?kmllahprmum
) , gkam ke juar Kabupaten Nias, ) mas
¥) Besamya Retribusi Penjualan Produksi Hasil L ] dasar
f Foamya Re { aut ditetapkan ber
garéa'Pa'mkan ;k?fn Segmpat (HPIS) yang ditetapkan olehpSurat Keputui.::
bpati Nias, baik ikan hidup, Scgar, maupun dalam bentuk ikan olahan l

BAB IV
. PENETAPAN, STRUKTUR DAN TARIF

BABII
NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN : . : :
WAJIB RETRIBUSI terlaksana dengan baik. ngga pemungutan Retribusi dapat

bacal 2 Prinsip dasar yang digunakaq adalah sistem bea lelang dengan golongan

(1) Sesuai dengan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka Reib
Penjualan Produksi Hasil Laut (RPPHL) diberlakukan di wilay_ah huk
Pemerintah Kabupaten Nias sebagai penerimaan Pendapatan Asli



1)): Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada_'

BAB V .. b W .
Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu
PEMUNGUTAN
TATA CARA PEMUNGUT yang tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ‘
Pasal 5 Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain "

i Pasal 9
(3) df;gm;?nagkuatzn Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (33 bayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tanda
disetor BKP ke Kas Daerah pembayaran.
| BAB V1 BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 6 Pasal 10

hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
yar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen
Hiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar

Wilayah pemungutan hasil perikanan adalah seluruh Wilayah H
Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB VIl nditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
TATA CARA PEMBAYARAN
BABIX
i . . TATA CARA PENAGIHAN
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lgm :
ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang diten Pasal 11

dalam SPTRD, SKRD, atau SKRDT. . o
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang dxtunjuk, maka i
penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnys lx

Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai
. awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh )
 hari sejak jatuh tempo pembayaran.

24 Jam . 4 ) Dalam jfxngka 7 (t.uju.h ) han setelah @gy] Surat Teguran / Pe.n'ngatan /
(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lcwgt waktu y g Surat lain yang sejenis, Wajib Retibusi harus melunasi Retribusinya yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan 1 ) terutang. . . o . -
administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) dengan menerbi § g i Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
STRD. ‘@¢ pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

1
Pasal 8 B
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas sekaligus.



¢

@)

€)
(4)

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

Kepala D ' ) pada ayat
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI "6) permohonan ditcrimap acrah paling lama 3 (tiga ) bulan sejzk su(rit)

(%) Apabila setelah lewat'3 (ti

; . ga ) bulan sebagaj i
) Pasal }2 | . Kepala Dagrah tidak memberikan kepunf:‘max:c:lmaksud pada ayat (5 )
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, du dianggap dikabulkan, . maka permohonan dimakey
pembebasan Retribusi. :
Tata cara pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribus BAB XiI .
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepd TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Daerah.

Pasal 14

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Wajib Retribusi ]
i I dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan

pada Kepala D i
tanggal SKRD dan STRD.pa 4 Dacrah paling lamga 2 (dua ) bulan sejak

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran

ratan sebagaimana dj
harus diputuskan oleh Kepala Da:;:l malsud pada ayat (1) dan ayat (2)

(enam ) bulan sejak tanggal keberatan d?;:::afangka waktu paling lama 6

Pasal 13
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD da
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitus
dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangu
Retribusi Daerah.
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan a
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi ya
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajih
Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan ai
pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar. g
Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (I}
pengurangan Ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administres;§
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan scbagaima
dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wijl
retribusi kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh ) hari seji
tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelss
dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. :

BAB X111
TATA CARA PERHITUNGAN
PENGE
KELEBIHAN PEMBAYARAN RE'I'Rl\?gggAN

!
e 11
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@)

€)

()
@)

M

2)

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhk
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pemba)
Retribusi selanjutnya.

Pasal 19
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
- k.ar .
Eela};nkgn p:;xaglhan sudah kadaluwarsa dapatg‘di}m:guls e hakt unk
 Kepala Daer menetapkan Keputusan Penghapusan "ta ibusi
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud padg ayat ?ln)] et

Pasal 16
Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbillat}
SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan scjak diterimanya permohout
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan e BAB XVI
diterbitkannya SKRDLB. KETENTUAN LARANGAN
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah | _

20

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberk
imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembay

tp orang dan atau badan hukum dilarang melakukan Usaha Perikanan tanpa
kelebihan Retribusi.

Pasal 17 BAB XVII
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan den KETENTUAN PIDANA
menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan® Pasal 21

pemindab bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

; lama-iamanya 6 o e
BAB XIV ama-lamanya 6 (enam ) bulan atau denda setinggi-
KADALUWARSA b eribus tentang, e
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelan
Pasal 18 pelanggaran.

. Pasal 22
siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

n pidana kurungan selam-lamanya 6 (enam) bul N
ya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah );( ) bulan atau denda setinggi -

Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu
(sepulyh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apihil
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada y

ak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelanggaran.

maupun tidak langsung,

4;"1 f .'q; 13



Pasal 24
Barang siapa di dalam wilayah Kabupaten Nias melanggar ketent
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dike
ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal
Undang-undang Nomor 9 Tahun 198S.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 25 {
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerd
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidi

tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam U

undang Hukum Acara yang berlaku.; i

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
laporan berkenan tindak pidana dibidang Retribusi, agar keteranga:
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; &

a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai o
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dila
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
yang berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta mela
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; ‘

g menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggall
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungc,
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibs
sebagaimana dimaksud pada huruf e ; :

(1)

@)

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

I memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

). menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggung
jawab;

Pgnyid!kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Pcnuqtut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acarz;

Pidana yang berlaku

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

ksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Kelautan dan

flan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi / Unit Kerja terkait

ingkungan Pemerintah Daerah,

Pasal 27
naan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas

lautan dan Perikanan Kabupaten Nias.

Pasal 28

| Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan retribusi

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

nai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah,
15



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 15 TAHUN 2002

Pasal 30
ai berlaku pada tanggal diundangkan.
tahuinya, ‘memerintahkan pengundangan Pcrg
kannya dalam | .embaran Daerah Kabupaten Ni

Peraturan Daerah ini mul
Agar setiap orang menge
Daerah ini dengan menempat

. TENTANG
Disahkan di Gunungsitoli

pada tanggal 26 Juli MG prTRIBIISI PENJUALAN PRODUKSI HASIL LAUT

BUPATI NIAS, }

arkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai

satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatah

M kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan

BINAHATI B. BA Pimgundang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus
tasarkan pada undang-undang,

rdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
(hnbahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan -
leribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Dwrah, Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat
#ingga perlu agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. -

dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
teshan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

mbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran
dapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan

Dto

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,
»/‘-

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA.

ik Dacrah dan Reribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber
thiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah, Daerah

{ EMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 37 fgganya sendiri.



Selanjutnya berdasarkan Undang -undang Nomior 34 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacri
Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten / Kota diberikan peluang
menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan
Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang teiah ditetapkan dan sesusi

- Cukup jetas.

2
Cukup jelas

aspirasi masyarakat, b
PASAL DEMI PASAL Pasaliukupjelws
Pasal 1
‘ Cukup jelas
Huruf a sampai dengan huruf f B
Cukup jelas. ok et
Huruf g Pasal 6
Yang dimaksud dengan jenis ikan termasuk biota perairan lainnya wc;lkumelas

1). Pisces (ikan bersitin), Cukup ie]
2). Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya); Pisal § pjelas
3). Mollusca (kerang, tiram, cumu-cumi, gurita, siput dan sebangsamlit: Cukup ie]
4). Cocleanterata (ubur-ubur dan sebangsanya);, picias
5). Echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya);

6). Amphibia (kodok dan sebangsanya);

7). Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan seb
8). Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya};
9). Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain vang hidupnys

: Cul(Up jelas
al 1]
Cukup jelas

air); ,
10). Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis i8 A ,

Sitas: Cukup jelas

1atas,
: . ‘ 13

semuanya termasuk bagian-bagiannya. ,
Huruf b . piels
Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan meliputi kegiatan ,
pengendalian pemanfaatan, pembinaan potensi dan pelestarian " pJelas
ikan dan lingkungannya, dan pengaturan berbagai kegiatan lain Cukun
langsung berkaitan atau sekurang-kurangnya dapat mempengarubi l 16 up jelas

sumber daya ikan dan lingkunganrya. ,
Cukup jelas

'} Hunuf'i' sampai dengan huruf

1



Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas




